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KATA PENGANTAR 

 

Memasuki tahun 2022 BAN PAUD dan PNF melakukan satu Langkah strategis dan 

penting, yaitu menyegarkan keanggotaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi 

seluruh Indonesia. Setelah melalui prosedur yang cukup panjang, akhirnya terbentuklan 

keanggotanaan dan pimpinan BAN PAUD dan PNF Provinsi yang baru. Sebagian besar 

anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi tersebut adalah orang yang baru pertama kali 

menjabat sebagai anggota, walaupun sebagian besar dari mereka sudah banyak 

berpengalaman dalam akreditasi PAUD dan PNF. Sebagai anggota dan pimpinan BAN 

PAUD dan PNF Provinsi yang baru mereka sangat membutuhkan arahan dan pembelajaran 

agar kompeten serta kapabel dalam mengelola kegiatan-kegiatan akreditasi dan 

mengendalikannya agar program akreditasi dapat berjalan secara efektif, efisien, sinkron, 

dan tepat pengelolaannya maka dibutuhkan suatu rapat koordinasi secara nasional.  

Pada tahun 2022 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara 

regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan PKBM di seluruh 

Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Agar pelaksanaan program 

berjalan dengan baik, koordinatif, sinergis, efektif, dan efisien maka diperlukan kegiatan 

Pengelolaan Kebijakan Akreditasi (PKA) bagi BAN PAUD dan PNF Provinsi agar dapat 

mengawal program dengan baik dan berkualitas sesuai dengan timeline yang 

direncanakan, dimana pada tahun 2022 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan 

kembali secara regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan 

PKBM di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah.  

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua tim penyusun. Semoga Tuhan 

Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi ikhtiar kita untuk 

memperbaiki mutu pendidikan nasional melalui mekanisme akreditasi berkualitas. Aamiin 

yaa Rabbal ‘alamiin. 

 

Jakarta, 15 Maret 2022 

Ketua Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal 

 

 

 

 

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. 
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I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pada awal tahun 2022, BAN PAUD dan PNF telah melaksanakan rekrutmen 

Anggota Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF di 34 Provinsi. Mereka 

perlu mendapatkan pembekalan tentang Pengelolaan Kebijakan Akreditasi 

yang berlaku pada Tahun 2022. Pembekalan tersebut perlu diberikan 

sebelum proses kegiatan akreditasi dimulai. 

 

Pembekalan dimulai dari kebijakan dan mekanisme akreditasi, tugas dan 

fungsi ketua, sekretaris, anggota dan komisi-komisi BAN PAUD dan PNF Provinsi 

serta seluruh instrumen akreditasi, pelaksanaan akreditasi menggunakan 

aplikasi Sispena 3.1. Selain itu juga diberikan pembekalan terkait tugas dan 

fungsi staff secretariat termasuk pengelolaan keuangan BAN PAUD dan PNF 

Provinsi 

 

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi dilaksanakan untuk memastikan 

semua kebijakan, mekanisme, instrumen dan administrasi akreditasi di BAN 

PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Mekanisme 

Akreditasi BAN PAUD dan PNF. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan informasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang berbagai 

hal yang meliputi: 1)Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF; 2) 

Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi; 3) Tata kelola 

Anggota dan Staf Sekretariat BAN Provinsi; dan 4). Pelaksanaan akreditasi 

PAUD dan PNF. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat 

atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 

Tidak Tetap; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan 

dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian Negara/Lembaga; 
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12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;  

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 

28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan teknologi; 

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian 

dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran; 

17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang 

Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 

tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Pendidikan Nonformal; 

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF; 

19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). 

 

II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN 

A. TUJUAN 

Tujuan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman Anggota BAN-P dan staf sekretariat 

terhadap tugas dan fungsinya dalam kebijakan pengelolaan akreditasi; 

2. Meningkatkan kompetensi dan kinerja Anggota BAN-P, pengelola 

keuangan dan Staf Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan akreditasi 

PAUD dan PNF; 
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3. Meningkatkan kompetensi anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam 

pemeliharaan database sispena 3.1; dan 

4. Meningkatkan kompetensi anggota BAN-Provinsi dan staf sekretariat 

dalam pengelolaan sistem informasi administrasi. 

 

B. HASIL YANG DIHARAPKAN 

Hasil yang diharapkan dari Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD 

dan PNF Provinsi sebagai berikut: 

1. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan 

kegiatan akreditasi; 

2. Meningkatnya kompetensi dan kinerja anggota BAN-P dan staf 

sekretariat dalam pengelolaan kegiatan akreditasi pada setiap tahapan 

yang terintegrasi dengan penghitungan daya serap kegiatan; 

3. Meningkatnya kemampuan anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam 

pemeliharaan database Sispena 3.1; dan 

4. Meningkatnya kompetensi anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam 

pengelolaan dan pemeliharaan data pelaksanaan kegiatan akreditasi 

tahun 2022 termasuk implikasi pendanaannya dalam aplikasi Banpem.  
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III. PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. PERSIAPAN 

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF di BAN PAUD dan 

PNF Provinsi dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Persiapan awal dilakukan sebelum keberangkatan Sekretariat BAN PAUD 

dan PNF melakukan koordinasi awal dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi 

tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN 

PAUD dan PNF Provinsi 

2. Koordinasi setelah tiba di lokasi, Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan 

PNF melakukan koordinasi tentang pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan 

Akreditasi PAUD dan PNF di lokasi 

3. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan 

kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi 

 

B. PELAKSANAAN 

1. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi diawali dengan 

pembukaan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi 

2. Pengajar menyampaikan materi Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan 

Akreditasi. Setelah paparan selesai diberikan pengajar memberikan 

kesempatan kepada anggota BAN Provinsi untuk menyampaikan hal – 

hal yang disiapkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada 

tahun 2022; dan 

3. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi mencatat seluruh hasil diskusi  

berikut saran dan masukan yang disampaikan. 

 

C. PELAPORAN 

Anggota BAN PAUD dan PNF bersama staf sekretariat yang bertugas 

melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan untuk disampaikan 

pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF. 

Kemudian BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat laporan kegiatan sesuai 

dengan panduan yang berlaku. 
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D. NARASUMBER 

Narasumber Pengelolaan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi 

terdiri atas: 

1. Anggota BAN PAUD dan PNF (melaksanakan tugas secara luring atau 

daring)  

2. Sekretariat/Tim ahli BAN PAUD dan PNF (melaksanakan tugas secara 

luring) 

 

E. MATERI 

Materi Tata Kelola Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi, terdiri atas: 

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF; 

a. Tugas, Kedudukan dan Fungsi BAN PAUD dan PNF Provinsi 

Berdasarkan Permendikbud No.13 Tahun 2018. 

b. Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi 

c. Tata kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi 

2. Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi*; 

3. Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF 

4. Pemeliharaan database pada Sispena 3.1 dan pengelolaan serta 

pemeliharaan data pelaksanaan kegiatan akreditasi tahun 2022 

termasuk implikasi pendanaannya dalam aplikasi Banpem; 

* Materi Rencana Program dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi telah 

disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan dimulai 

 

F. PESERTA 

Peserta kegiatan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Anggota, Staf Sekretariat dan 

Pengelola Keuangan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Semua peserta hadir 

dikegiatan PKA secara luring. 

 

G. WAKTU DAN TEMPAT 

1. Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan 

PNF Provinsi dikoordinasikan dengan BAN PAUD dan PNF; 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi dilaksanakan selama 3 

hari (jadwal terlampir) di Kantor BAN PAUD dan PNF Provinsi 

3. Anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF melaksanakan Pelatihan 

Pengelolaan Akreditasi selama 3 hari, dengan catatan hari ketiga 



 

 Panduan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021   | 7  
    

melakukan evaluasi, penyusunan laporan di sekretariat BAN PAUD dan 

PNF Provinsi. 

 

IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA 

A. Penanggung Jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi 

B. Pelaksana   :  

1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi; 

2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi;  

3. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan 

4. Pengelola Keuangan BAN PAUD dan PNF Provinsi. 

 

V. PEMBIAYAAN  

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan kebijakan akreditasi ini 

menggunakan sumber DIPA Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 

(BSKAP). 

 

VI. PENUTUP 

Panduan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi ini 

disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akreditasi PAUD dan PNF di 

Provinsi. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur 

kemudian sesuai dengan kebutuhan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. 

 

Rincian Jadwal Kegiatan 

Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi 

 

Hari Pertama 

No Waktu Materi Pelatihan 
Keterangan 

1. 15.30 – 16.00 Pembukaan BAN PAUD dan PNF Provinsi 

2 
16.00 – 18.00 

Kebijakan dan Mekanisme 

Akreditasi PAUD dan PNF 

Anggota BAN PAUD dan 

PNF 

3 18.00 Istirahat  

 

Hari Kedua 

No Waktu Materi Pelatihan 
Keterangan 

1. 08.00 – 09.00 Tata kelola BAN PAUD dan PNF 

Provinsi 

Anggota BAN PAUD dan 

PNF 

2. 09.00 – 10.00 Kode Etik BAN PAUD dan PNF 

Provinsi 

Anggota BAN PAUD dan 

PNF 

3. 10.00 – 11.00 Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan 

Akreditasi PAUD dan PNF 

Sekretariat/Tim Ahli BAN 

PAUD dan PNF 

4. 11.00 – 12.00 Rencana Program dan Kegiatan 

BAN PAUD dan PNF Provinsi 

BAN PAUD dan PNF Provinsi 

5. 12.00 – 13.00 ISHOMA  

6. 13.00 – 15.00 Pemeliharaan database pada 

Sispena 3.1 dan pengelolaan serta 

pemeliharaan data pelaksanaan 

kegiatan akreditasi tahun 2022 

termasuk implikasi pendanaannya 

dalam aplikasi Banpem 

Sekretariat/Tim Ahli BAN 

PAUD dan PNF 

7. 15.00 – 16.00 Penutupan  
Catatan: 

1. Jadwal dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat  

2. Materi Rencana Program dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi telah disampaikan 3 hari 

sebelum pelaksanaan dimulai 

 

 

Hari Ketiga 

Anggota dan Sekretariat/Tim Ahli BAN PAUD dan PNF melakukan evaluasi, penyusunan 

laporan di sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi. 

 

 

  



 

 Panduan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2021   | 9  
    

Lampiran 3. 

Sistematika Laporan 

 

SAMPUL DEPAN/COVER 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Hasil yang Diharapkan 

BAB II PELAKSANAAN 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

B. Strategi Pelaksanaan 

C. Peserta 

D. Jadwal Kegiatan 

BAB III HASIL KEGIATAN 

A. Proses Pembahasan 

B. Hasil yang Dicapai 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

LAMPIRAN 

A. Surat Keputusan 

B. Surat Tugas 

C. Surat Undangan 

D. Daftar Hadir 

E. Notulen 

F. Transkrip 

G. Dokumentasi 

H. Materi-Materi yang Digunakan 
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